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i rdasar'atas hukum (rechistaat), t:dak
‘berdasar-atas kekuasaan (machstaat)

_ Jaminan-tersebut dapat kita jumpai

dalam penjelasan Undang- Undang

' --_:jfiDasar 19435 Negara berdasarpada

/“hukum berarti hukum’ ditempatkan
 sebagai panglima atau dengan kata lain
~pengakuan dan-aplikasi supremasi
-hokumatau “rule of [aWw”: Implementasi
~“*rule of law”’ adalah atiran-aturan yang
menitikberatkan pada pembatasan-
““pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi
absolutisme yang mengarah kepada
“onrechmatige daad” bahkan dapat
‘menjadi tindakan “ongrondwetting”
‘{bertentangan. dengan undang undarlg
dasar). -

Pengaturar * dan pembaiasan

“kekuasaan harus tercermin dalam suatu

peraturan yang berintikan keadilan.
Peraturan vang berintikan keadilan
merupakan salak satu prasyarat
berhasilnya pembangunan, sebagai-
mana yang diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945.

“pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia
dan memajukan kesejahteraan urium,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban umuim,
yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial”;

Indonesia sebagai negara vang
mengakui supremasi hukum membawa
konsekuensi bahwa sistem pemerin-
tahannya harus

1. menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan menjamin segala warga
negaranya bersamaan kedudukannya

.SISTEM HUK M_DAN HAK ASASI MANUSIA
: Oleh : Aswanto**, Dosen UNHAS

J '_:'wa_;lb mén_;unjung tmgg1 hukum dan
"pemermtahan tu dengan E:dak ada :

3 legahtas”daiam arti semua aspek

_keh:du;}an kenegaraan yang mieliputi
aspek alami dan sosial (asta gatra).
"Hal tersebut di atas sekaligus
_merupakan ciri- c1r: ‘negara hukurn.
Menempatkan " pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia sebagai
ciri negara hukum yang pertama,

_ berkonsekaens; bakhwa di ddlem negara

hukum, hak asasi manusia harus
dlben[-can prmrltas utama _

. SISTEM HUKUM -

Hukum merupakan sub sistem
dalam sistern kehidupan bernegara. Jo-
seph Raz (1980) dalam bukunya yang
berjudul The Concept of A Legal Sys-
tem, antara lain menyatakan bahwa
sebagai salah satu sistem, hukum akan
mempengaruhi kerja sistemn-sistemn lain
dalam kehidupan bernegara. Negars
yang sistern hukumnya demokratis akan
menciptakan kchidupan demokratis
dalam segala bidang kehidupan.
Demokratisasi hukum ditentukan oleh
strategi pembangunan hukum yang
dianut oleh suatu negara.

Dari perspektif sejarah dikenal dua
macam strategi pembangunan hukum
vang menonjol dan berpengaruh,
{Philippe Nonet dan Philippe Selznick,
Law and Seciety In Transition in To-
ward Responsive Law, 1987), dua
strategi dimaksud adalah :




N Strategl pembangunan hukum o T LT e
ortodoks”, melahlrkan tzpe hukum e

“irepresif™. :
~ Tipehukuminipada dasamya melikat
- hukum sebagai alat kekuasaan agar

» _dapat mempertahankan status quo,

.. berusaha meninimalisir aris turitutan
i -pembahan, termasuk upaya ‘memben-
- tengi arus’‘tuntutan perubahan dari
..-publik yang cendenung dian p dapat
7 enggangguiesianuyahekuasam Cir
3 _yang palmg menonjol menurut Nonet

4 'negara dan Iernbaga lembaganya

“Hukum dan pranata-pranatanya
_ ceuderung men)adz instrumen yang

ampul untuk melaksanakan ideclogi
" ‘megara, hul«_umdljadﬂian kekuatan in-
stramental d:a%.rem Dalam strategi
pembangunan hukum ‘ortodeks,
penguasa resmi mengidentifikasikan
kepentingannya sebagai Kepentingan
masyarakat, Karena hukum pada
kenyatasnnya melambanglkan disprivi-
lese dengan mnenekankan kewajiban
dan tanggung jawab bukan pada hak-
hak yang dimiliki golongan yang tidak
berkiasa Hukum dijadikan sekedar alat
untuk memenuhi kebutuhan para aktor
sosial.

Proses pembentukan hukum pada

strategi pembangunan hukum ortodoks
tidak dilandasi oleh aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat,
berbagai cara rekayasa atan manipulasi
dilakukan agar terkesan bahwa suata
produk perundang-undangan adalah
aspirasi seluruh rakyat.
b). Strategi pembangunan hukum
responsif, peﬁekanal_}nya adalah hukumn
sebagai legitimasi keinginen atau mlai-
nilai vang hidup dan berkembang
dalarn masyarakat. Ciri-ciri permba-
ngunan hukum responsif adalah
masyarakat berperan, negara tidak
dorninan,

P

James CNPaul:Clarance: D;as_.

' (1 989, antara lain menyatakan bahwa: :
' di'negara‘negara dunia keliga pada

umurmnya hukum teleh dimanfaatkan
sebagal instrumen yang begitu ampuh
untuk mewujudkan program-program -
penguasa. Hal semacam ini rhenye-:

-babkan fungsionalisasi:hukum tidak
~..proporsional :bahkan lebih. dari-itu

- hukum:menjadi tidak. supremasi,
:.-hukumdlhesmnpmgkm dengan alasan ’

. polzt\s tertenti,

hamp;r

Ncmet dan Selzmck (1 98?), bahwa
“seluruh - dunia - Letxga
menggunakan politik hukum ortodoks,
dimana hukum sermata-mata meniadi
alat legitimasi keinginan aktor penguasa
atau alat legal untuk menyalahgmakm
kekuasaan. -

* Indonesia baik pada pemenniah
Orde Barn maupgun pemerintahan
reformasi serta Kabinet persatuan,
kecenderungannya menggunakan
politik hukurn ortodoks. Peranan negam
yang begitu kuat dalam pentas
perpolitikan di Indonesia vang
kemudian menarik banyak ilmuvan
politik dan hukum ketatanegaraan
untuk memberikan penjelasan teoritis
atau menyoroti kondisi negara Indone-
sia dari perspektif konstitusional.

. NEGARAKESEJAHTERAAN

DALAM PERSPEKTIF
KONSTITUSIONAL

Demokrasi konstitusional yang
juga dikenal sebagai negara hukum
materie! atau welfare state {(negara
kesejahteraan), telah merentang tugas
pemerintah hingga begite luas.
Perneriniah dalam negara hukum ma-
teriel atan welfare state tidak boleh pasif
harus aktif dan bertanggung jawab
melaksanalkan pembangunan masyara-
kat agar mencapai tingkat kesejahterasn



i .__:-_-maksmlal Bahkan untukmelaksanakan
- tugasnya..itu’‘pemerintah diberi
ewenangan, unmk turut campur.dalam
berbagaz kegzatan masyarakat dengan
..;imengingat; Iega]itas yang dalam flmu
. hukum administrasi discbut sebagai
wuffreis ermessen’ (dlscretmnary power).
alam rangka diseretionary power iai
di. bidang . perundang-undangan
pemermtah ‘diberikan: kcwenangan
delegatifs 'membuat . peraturan
¢laksanaan. undang undarzg, kewe-

. bersama’ parlemen’ tetapi derajat

. peraturan, tersebtzt $ama - dengan

- sundang-undang), kewenangan:“droit

: function’ (menafsirkan sendiri aturan-
-aturannya). .

_ Tampilnyanegara kase_]ahteraan ini

= biasanya ditandai.dengan tampilnva

militer: dipanggung politik dengan

ci:mengambil - alih  kekuasaan dari

“golongan-golongan sipil. Operasionali-

- sasi welfarg state memerlukan stabilitas

- politik, alasan militer tampil di

panggung poiitik : adalah -demi

- keselamatan dan kelangsungan negara.

-Konsep demakrasi konstitusional

'yang menggunakan landasan welfare

- -state (regara hukum materiel, dinamis),

- peranan negara memang mendapatkan

porsi yang begitu dominan. Jika dikaji

151 UUD 1945 (dari pembukasn sampai

penjelasan) dapat disimpulkan bahwa

- . negara hukum Indonesia adzlah negara

hukum materiel (welfare state), yang

dalam rangka mencapai tujuan

menuntut konsckuensi bagi besarnya

peranan negara. Dari perspektif ini

pemerintah (terutama Orde Baru) tampil

dengan peranan yang begitu luas,

Dengan afasan demi kepentingan dan

kesejahteraan umum, negara kemudian

melaksanakan discretionary power

{freis ermessen) untuk melaksanakan

pembangunan masyarakat. Pemerintah

nangan, inisiatif (membuat aturan fanpa . ..

o dengan alasan proses pembangunan .
. telah - melakukan-panetrasi di atas
. kemampuan yang begitu besar schingga
+dapat mengendalikan hampir segaia
“kehidupan negara, termasuk dominasi
dalamvproduk. hukum, - yang
: ;-bez%onsekuensz Iahxrnya hukum
¥ . repre:31f - :

)] DEMOKRASi KORSTHUSIONAL o

Berant?kat dan iv::nyataan bahwa

- :UUD 1945 menganut-negara hukam ..

- materiel, ‘berkonsekuensi-logis pada’ -

» ¢ --politik legislasi nasional, Pasal § ayat
(1), Pasai 20 ayat (1) serta pasal 2] ayat
(1" dan"2) UUD vyang membuat

Kenstitusi tidak demokratis. Pasal-pasal

- tersebut di atas telah diamandemen
- sehingga konstitusi negara Indonesia
“lebil demokratis. Sekalipun Pasal 22

ayat 1 masih dapat menjadi penghambat
demokrasi konstitusi, sebab “hal
mentaksa” dapat direkayasa,
Mekanisme yuridis penentuan
undang-undang tersebut sebagaimana
yang diatur pada Pasal 5 ayat (1} (hasil)
amandemen yaitu : Presiden berhak
mengajukan rancangan undang-undang
kepada Dewan Perwzkilan Rakyat.
Makna yuridis yang terkandung dalam
pasal tersebut bahwa DPR lah yang
memegang kekuasaan uatuk memben-
tuk undang-undang Pasal 20 ayat (1)
namun dominasi DPR jiu menjadi tidak
bermakna dengarn aturan yang dimuat
pada Pasal 20 ayat (2} dan (3).
Berdasarkan mekanisme yuridis
tersebut di atas ada perimbangan antara
kewenangan DPR dengan kewenangan
Presiden. Namun UUD 1945 yang
menganut negara hukum materiel,
prinsip dasarnya memberikan
kewenangan yang lebih dominan pada
pemerintah.  Hal inilah  vang
menyebabkan pemerintah menempat-
kan diri pada posisi ordinat dan DPR



: ';Saéa"pes'isi sub Brdinat dalam ‘proses

undangan it :
"Produk-hukum yang dxdommam
oleh pcmcrzntah tidak akan asplranf

: 33-_-naszonal ‘yang o mengutamakan
" kodifikasi dan unifikasihukem
. x_]éerunﬂ memankan nilai-niiai atay
kaidah-kaidah yang bersumber dan

i tumbuh dalam masyarakat
'L Gerald Turkel (1996)1 dalam

. :-cxety, antaralain menyatakan bahwa hal
o iyeng: sangat . mendasar dalam bidang
- hukun adalah kemandirian hukum,
:kemandirian dalam ‘arti hukum harus
+merupakan:legitimasi keinginan atau
¢ -nijai-nilail yang hidup-dan tumbuh
ridatam masyarakat. Hukum yang
= mengakomnodir keinginan masyarakat
< “akan menjadi hokurn vang memenuhi
asas keadilan, kemanfaatan serta
kepastian. Hukum sebagai suatu sistem
‘vang mempertahankan eksistensinya
-.dari waktu ke waktu dan menyedizkan
- suatu - fungsi sosial -akan tetap
- memperoleh indevendensi selama tarik
ulur.-kepentingan dimenangkan oleh
Jkeadilan untuk masyarakat banyak.
~Sejalan’ dengan itu  Luhmann,
~amenyatakan bahwa kemandirian
hukum berakar pada carz-cara dimana
semua pranata hukom, pola-pola
-~ penalaran, aturan-aturan pengarnbilan
keputusan dan asasnya harus bermuara
pada keadilan, itulzh sebabnya Charles
Sampord menyatakan bahwa hukum
yangideal adalah hukum yang mampu
mernuaskan semua pihak,

* Teubner (1988) antara lain
menyatakan bahwa hukum harus
responsif. Hukum responsif hanya bisa
lakir jika ada demokratisasi legislasi.
Dominasi pemerintah dalam proses
legislasi, akan mengenyampingkan de-

pembentukan peraturan pemndang-

bahlean lebih dari. ;tu E\ebuakan legislasi-

: bukunya yang Derjudul’; Law.and P R
: makna -maknanya mengac-pada

o f'-.-mokransasx lemslasn Hasxlnya ndak
= gkan ‘pernah melghirkan hulkdm yang
“mandiri. Hukum ‘hanya: sebaga;
i legitimasi keinginan pemerintah dalam
- kondisi seperti-itu tidak ada tindakan

: 'pemermtah dlazzvgap bertentancan

dengan “hukum.” }\epentmgan—

‘kepentingan masyarakat rnenjadl
-, terabaikan, ‘apa yang o} leh masyarakat_
““umum dianggap sebagai norpi atéu
. ‘kaidah, oleh pemerintah’ dian
'-'berteﬂtangan dengan hukum nasional.

ggap
“Hukum bersifat mandm "karena

dirinya sendiri (keadilzn, kemanfaatan

- dankepastian). Model hukum semacam
“inilah yang diharapkan *untuk

menciptakan konsep Indonesia‘baru

-Hukum secara substansial harus
merujuk pada kaidahy/norma dasar yang

mengakomodir nilai-nilai keadilan.
-Sebagai negara hukum yang telah
menentukan Pancasila sebagai falsafah
dan UUD 1945 sebagai dasar negara,
maka semua aiuran kenegaraan harus
bersumber atau dijiwai oleh Pancasila
dan UUD 1945, Begitu penting dan
mendasarnya falsafah dan dasar negara
tersebut, harus dilakukan dengan
pemikiran yang betul-betul kompre-
hensif, arif dan bijaksana. Harapannya
adalah falsafah dan dasar negara
tersebut dapat dijadilan landasan untuk
menuju masyarakat adil dan makmur.
Persoalannya adalah apakah kita berani
melakukan koreksi lebik lanjut UUD
1945 (UUD kilat hanya membutubkan
waktu 81 hasi muiai persiapan sampai
diundangkannya). Tidak ada pilihan
dengan menggunakan pisau analisa
keadilan UUD 1945 harus ditinjau
ufang termasuk pasal yang telah
diamandemen khususnya Pasal 20 dan
21. Berbagai hal yang mendasar sesuai
perkembangan lingkungan yang
sirategis harus diatur dalam konstitusi



e dasar sepem hak ‘asasi. manusia fldala.
o _'hanya cukup dlatur dengan undanﬂ»
: ndanU

E HAI\ ASASI MANUSIA DALA'\I
MEKANISR E NASIDNA S

g HAM daiam konsepsn necara Inda~
nesia dlewal oleh demokrasi Pancasila,

- kekeluargasn yang tetap menghormati

e bergandengan dengan, kewajlban
- “terhadap negara dan masyﬂrakat
Konsep Barat tentang HAM adaiah
... -bersumber dari “natural tight’ yang
.:. mengahr dari “natuz’a[ law?”, aplikasinya
- mengutamakan. hzk. individu dan
meletakkan kewajiban pada negara.
i, wolonsepsi wbangsa . Indonesia
X terhadap HAM seperti tersebut di atas
'menanjukkan bahwa akseptasi bangsa
Indonesia terhadap Universal Declara-
tion of Human Rights, adalah
“partikularisme absolut” konsekuensi-
nya adaleh minimnya jaminan yuridis
tentang HAM.

Mengabsolutkan jaminan HAM
pada mekanisme nasional, akan
berakibat terkucilnya bangsa dan negara
tersebut dari pergaulan Internasional.
Mekanisme nasional yang menjamin
HAM tidak didasari pandangan HAM
vang universal, pandangan dimana
HAM tidak dikaitkan dengan kewajiban

Pandangan Universal yang menjadi
dasar Jaminan HAM pada mekanisrne
internasional, didasari oleh paham
bahwa HAM diperoleh seseorang sebab
ta sehagai mahluk ciptaan Tuhan, tidak
terkait demgan masalah kewarga
negaraan, sedang pandangan
“partikuiarisme” didasari oieh paham
bahwa sumber hukum adalah negara.

Jiwa; dcmokram Pancasﬁa ada?ah '

: kepentmgau pribadi. Sumbcrhak 8sasi _
secara infrinsik melekat pada. . -
' konsckaensmya adanya hak

o Jadl negara membcu hak: malxa
L g.konsekuensmya ha,k 1tu dapat ditarik
- kembali oleh negara.. Disiniiak =
‘pentingnya memahami .apa yang -
~wdikemukakan oleh D.F. Schelten; dalam -
~..bukunya, (Men. en Mensenrechten).

Bahwa ada perbedaan filosofis antara

.: mens_enrech%en (hak asasi- manusm)
:dengan grcmdrechten” {hak dasar).

‘Untuk optimalisasi jaminan HAM =~

o adaiah salah satu pasal yang menjamin

kemerdekf.an berscnkat dan berkumpui,

men_g_:luarkqn pikiran dengan lisan dan

telisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang. Paham ini
kembali ditegaskan dalarm Pasal 2 TAP

_'E"tldak ada pilihan lain: akseptasi HAM -
“harus . dilandasi. dengan paham
.- universalitas.: Pasal 28, UUD 1945,

MPR No, XVII/MPR/1998, tentang =

Hak Asasi Manusia. Menugaskan
kepada Presiden R.I., Dewan
Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi
berbagai instrurnen PBB tentang HAM,
sepenjang tidak berfentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945,

Makna yuridis kedua ketentuan
tersebut adalah HAM harus diatur
dalam suatu undang-undang, Undang-
undang sebagai suatu produk politik,
dalam proses permbentukannya sudah
pasti terjadi tarik ulur kepentingan.
Dalam mekanisme legislasi nasional
pemerintah adalah pihak dominan,
maka sudah pasti bahwa konsep HAM
akan dikerangkeng dalam hingkai
Kepentingan penguasa, atau dengan kata
lain HAM di Indonesia akan tetap
merwjuk pada peham “partitularisne
absolur”. Pada sisi lain instrumen
internasional dilandasi oleh paham
universalitas, dengan demikian TAP
MPR No. XVI/MPR/1998, Pasal 2
tidak akan efektif.

Untuk optimalisasi dan efektifitas
jaminan HAM, tidak ada pilikan jain



. akseplasi HAM h'a.rus dilandasi dengan
: falam umversahtas serta dlmua% éalam
- L(matmzbl dasar ne;:dm o :

] _:.EZKES}I\IPULAN

_' Meredusu }\aedah/noma dasar
e yang - tidak berdemmensi keadilan.”
Peranan DPR harus dmfeknﬁ\an

L ____(balk dalam yembuatan peraturan .
© perundang- undzmgan maupun penga-

S '_Wasan pelaksanammya) agar. dormnﬂsx
y pemenntah dapat dﬂm’eang1

i 23 Demokratisasi legiﬁaszmempakan 1

“tuntutan untuk melahirkan produk
. perundang undangan yang responsif.
- '4." Jamninan HAM akan optimal dan
“efektif jika dilandasi dengan paham
HAM yang upivesal, B
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